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KETENTUAN DAN PERATURAN HUKUM KEGIATAN BISNIS
Oleh : Frans H. Winarta'

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini dibutuhkan jiwa wirausaha dari setiap pelaku bisnis,
yang diharapkan melalui kegiatan usahanya dapat menyediakan lapangan
pekerjaan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bidang usaha yang
dapat dijalankan dapat berbentuk Lisensi dan Waralaba (franchising), selain itu
dapat juga dengan berbentuk badan usaha baik yang berbentuk badan usaha
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang harus
mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi persaingan global.
Bentuk-bentuk kegiatan usaha tersebut memiliki ketentuan dan prosedurnya
masing-masing. Pada saat ini, badan usaha yang paling diminati adalah
Perseroan Terbatas (“PT") karena PT memiliki beberapa kelebihan antara lain
kewajiban terbatas dari pemegang saham; masa hidup abadi yaitu aset dan
struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya,
komisaris maupun direktur; efisiensi manajemen; dan penerapan prinsip good
corporate governance.

Kata-kata Kunci : wirausaha, badan usaha, ketentuan dan prosedur
kegiatan usaha.

|. PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Sedangkan berdasarkan data BPS,
Statistik (“BPS”), jumlah penduduk pada Februari 2007, tingkat pe
miskin di Indonesia pada bulan ngangguran terbuka di Indonesia
Maret 2007 adalah sebesar 37,17 masih mencapai 9,75% dari angkat
juta (16,58%).? Sedangkan menurut an kerja atau 10,55 juta jiwa,
data Perserikatan Bangsa-Bangsa sedangkan jumlah angkatan kerja
(“PBB"), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 108,13 juta
Indonesia pada tahun 2007 apabila jiwa.
menggunakan parameter pendapat
an US$ 1/hari maka adalah sebesar Berdasarkan data dari BPS
70 juta orang, dan apabila meng tersebut di atas, maka dapat terlihat
gunakan parameter pendapatan dengan jelas bahwa jumlah
US$ 2/hari maka jumlah penduduk kemiskinan dan pengangguran di
miskin di Indonesia adalah sebesar Indonesia masih cukup tinggi.
120 juta orang. Keadaan tersebut membutuhkan

1 Advokat di Kantor Hukum Frans Winarta & Partners, Governing Board Komisi Hukum Nasional, Ketua
Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2 Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th. X”, 2 Juli 2007.
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adanya jiwa kewirausahaan dari
masyarakat Indonesia. Dari jumlah
penduduk Indonesia yaitu sekitar
200 juta orang hanya sekitar 0.18
persen atau 400.000 orang yang
berprofesi sebagai wirausaha atau
pengusaha. Angka ini terbilang kecil
dibandingkan dengan jumlah wira
usaha di China yaitu sekitar 2%
persen dari jumlah penduduk atau
sekitar 26 juta wirausaha.

Suatu bidang yang dapat me
nyediakan lapangan kerja yang
begitu besar adalah dunia usaha.
Oleh karena itu tidak salah pen
dapat yang mengatakan bahwa Indo
nesia membutuhkan wirausaha-wira
usaha untuk memecahkan personal
an kemiskinan dan pengangguran,
karena wirausaha dapat mencipta
kan berbagai inovasi dalam men
ciptakan sesuatu yang baru, se
bagaimana yang pernah dikatakan
oleh seorang pengusaha real-estate
dan wirausahawan Indonesia yang
sukses:

"Seorang entrepreneur adalah se
seorang yang inovatif dan mam
pu mewujudkan cita-cita kreatif
nya oleh karena itu seorang entre
preneur akan mengubah padang
ilalang jadi kota baru, pembuang
an sampah menjadi resort yang
indah, kawasan kumuh menjadi
pencakar langit tempat ribuan
orang bekerja. Entrepreneur
mengubah kotoran dan rongsok
an menjadi emas”

Berlarut-larutnya penyelesai
an kasus BLBI menimbulkan imbas
negatif terhadap dunia usaha, yaitu
timbulnya pencitraan buruk ter
hadap profesi wirausaha. Seakan-
akan wirausaha itu adalah pihak
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yang hanya mencari untung. Di
seluruh dunia tidak semua wira
usaha itu pasti baik. Namun sebalik
nya, tidak semua wirausaha itu
buruk. Generalisasi itulah yang se
harusnya dihindarkan.?

Indonesia membutuhkan wira
usahawan yang lebih banyak untuk
memecahkan persoalan kemiskinan
dan pengangguran. Bahkan Prof.
Dr. Djisman Simandjuntak sering
mengatakan, bangsa ini membutuh
kan lebih banyak wirausaha dan
juga perusahaan berkelas dunia.*

Il. PEMBAHASAN
A. Definisi Wirausaha

Menurut Kamus Besar Baha
sa Indonesia, definisi dari wirausaha
(=wiraswasta) yaitu:

‘orang yang pandai atau ber
bakat mengenali produk baru,
menentukan cara produksi baru,
menyusun operasi untuk peng
adaan produk baru, memasar
kannya, serta mengatur per
modalan operasinya”.

Menurut A Dictionary of
Commerce, definisi dari Entre
preneurship yaitu:

“1. FREE ENTERPRISE. An eco
nomic system in which people are
free to choose their own jobs or
to set up a business of their own
choosing. The term is similar in
meaning to PRIVATE ENTER
PRISE. 2. PRIVATE ENTER
PRISE. The production of goods
and services by privately owned
firms. 3. PUBLIC ENTERPRISE.
The production of goods and
services by undertakings owned
by the state or by local autho

! Suryopratomo, Skandal Keuangan : Interpelasi BLBI dan “Entrepreneur”, Kompas, 11 April 2008.

* Ibid.
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rities. 4. STATE ENTERPRISE.
The production of goods and
services by undertakings owned
by the state.™

Sedangkan menurut Law &
Commercial Dictionary yang di
maksud dengan Entrepreneur yaitu:

“One who, on his own, initiates
and assumes the financial risks of
a new enterprise and who under
takes its management”. ®

B. Pengertian Perdagangan

Perdagangan adalah Pem
berian perantaraan kepada pro
dusen dan konsumen untuk mem
belikan dan menjualkan barang-
barang yang memudahkan dan me
majukan pembelian dan penjualan
itu.

Pada pokoknya perdagang
an mempunyai tugas untuk :

1. Membawa atau memindahkan
barang-barang dari tempat-
tempat yang berlebihan (sur
plus) ke tempat-tempat yang
berkekurangan (minus);

2. Memindahkan  barang-barang
dari produsen ke konsumen;

3. Menimbun dan menyimpan ba
rang-barang itu dalam dalam
jangka waktu tertentu.

Dari penjelasan di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa
perdagangan adalah suatu kegiatan
perantaraan yaitu kegiatan yang
menghubungkan antara produsen
dengan konsumen. Hal ini tentunya
bukanlah merupakan kegiatan ino
vatif seperti mengenai penciptaan
suatu yang baru, oleh karena itu

pada masa kini, yang dibutuhkan
bukanlah pedagang melainkan wira
usaha.

C. Lisensi dan Waralaba

(Franchising)

Dalam usaha melakukan ino
vasi untuk menciptakan sesuatu
yang baru dapat ditempuh melalui
berbagai cara, antara lain:

1. Lisensi
Dalam Black’s Law Dictionary
lisensi diartikan sebagai
“A personal privilege to do some
particular act or series of acts...”.
Atau
“The permission by competent
authority to do an act which, with
out such permission would be
illegal, a trespass, a tort, or other

wise would not allowable””

Makna lisensi yang diberikan
dalam Black's Law Dictionary,
dimana dikatakan bahwa licensing
adalah “The sale of a license permit
ting the use of patents, trademarks,
or the technology to another firm”.
Oleh karena itu makna lisensi sudah
bergeser kearah “penjualan” izin
(privilege)  untuk  menggunakan
paten, hak atas merek (khususnya
merek dagang) atau teknologi (di
luar perlindungan paten = rahasia
dagang) kepada pihak lain.

Pihak yang “menjual’ atau
memberikan lisensi disebut licensor
(Pemberi Lisensi), dan pihak yang
menerima lisensi disebut dengan
nama licensee (Penerima Lisensi).
Pengertian lisensi, yang telah ber
kembang (dari sekedar privilege

* A Dictionary of Commerce, D.J. Thomas (Bell & Hyman Limited, London. 1981), him. 45..
® Law & Commercial Dictionary, (West Publishing Company, Minnesota, USA. 1985), him. 540
? Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him. 7.
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yang diberikan oleh negara atas

pemanfaatan tanah), telah pula di

ambil alih dalam peraturan per

undang-undangan Republik Indo
nesia sebagaimana dapat dilihat

dalam Undang-Undang No. 30

Tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang (“UU No. 30 Tahun 2000”),

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri (“UU No. 31

Tahun 2001”), Undang-Undang No.

32 Tahun 2000 tentang Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu (“UU No. 32

Tahun 2000”),°> Undang-Undang

No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

(“UU No. 14 Tahun 2001”), Un

dang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek (“UU No. 15 Tahun

2001"); yang semuanya itu meng

atur mengenai Hak atas Kekayaan

Intelektual. Definisi lisensi dari ke

lima undang-undang tersebut dapat

dipilah ke dalam beberapa unsur,
yang meliputi:®

1. Adanya izin yang diberikan oleh
Pemegang Hak Rahasia Da
gang, Hak atas Desain Industri,
maupun Hak atas Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu;

2. lzin tersebut diberikan dalam
bentuk perjanjian;

3. lzin tersebut merupakan pem
berian hak untuk menikmati
manfaat ekonomi (yang bukan
bersifat pengalihan hak);

4. lzin tersebut diberikan untuk Ra

hasia Dagang, Desain Industri
maupun Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu vyang diberi
perlindungan;

5. lzin tersebut dikaitkan dengan
waktu tertentu, dan syarat ter
tentu.

Pemberian lisensi selalu di
kaitkan dengan pemberian hak
penggunaan Hak atas Kekayaan
Intelektual berupa Desain Industri
maupun Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dalam suatu batas jangka
waktu tertentu. Menurut Penjelasan
dari ketentuan UU No. 30 Tahun
2000, UU No. 31 Tahun 2000 dan
UU No. 32 Tahun 2000, dapat di
ketahui bahwa lisensi adalah suatu
bentuk pemberian izin pemanfaatan
atau penggunaan Hak atas Kekaya
an Intelektual, yang bukan peng
alihan hak, yang dimiliki oleh pemilik
lisensi kepada Penerima lisensi,
dengan imbalan berupa royalti.
Dalam pengertian ini tersirat bahwa
seorang Penerima Lisensi adalah
independen terhadap Pemberi Lisen
si, dalam pengertian bahwa Pene
rima Lisensi menjalan kan sendiri
usahanya, meskipun dalam me
njalankan kegiatan usahanya ter
sebut ia mempergunakan atau me
manfaatkan Hak atas Kekayaan
Intelektual milik Pemberi Lisensi,
yang untuk hal ini Penerima Lisensi

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,
atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi
yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan
tangan.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya
terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen
aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam
sebuah bahan semikonduktor yang yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Op. Cit., him. 45,
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membayar royalti kepada Pemberi
Lisensi.'

2. Kegiatan Waralaba
(franchising)

Dalam Law Dictionary, Waralaba
(Franchising) didefinisikan
sebagai:"’

“License to trade using a brand
name and paying a royalty for it".

Dan franchising sebagai:

“Act of selling a license to trade
as a Franchisee”.

Waralaba (Franchising) dalam
Black’s Law Dictionary diartikan
sebagai:

‘A special privilege granted or
sold, such as to use a name or to
sell products or services.

In its simple terms, a Franchising
is a license from owner of a trade
mark or trade name permitting
another to sell a product or
service under that name or mark.

More broadly stated, a Franchise
has evolved into an elaborate
agreement under which the
Franchisee undertakes to con
duct a business or sell a product
or service in accordance with
methods and procedures pres
cribed by the Franchisor, and the
Franchisor undertakes to assist
the Franchisee through adver
tising, promotion and other ad
visory services”.

° \bid., him. 44.

Rumusan tersebut di atas
menunjukkan  bahwa  waralaba
(franchising) ternyata juga mengan
dung unsur-unsur sebagaimana
yang diberikan pada lisensi, hanya
saja dalam pengertian waralaba
(franchising) seperti yang diberikan
dalam Black’s Law Dictionary, lebih
menekankan pada pemberian hak
untuk menjual produk berupa ba
rang atau jasa dengan memanfaat
kan merek dagang Pemberi Wara
laba (Franchisor) dengan ke wajiban
pada pihak Penerima Wara laba
(Franchisee) untuk mengikuti meto
de dan tata cara atau prosedur yang
telah ditetapkan oleh Pemberi Wara
laba (Franchisor)."?

Dalam bentuknya sebagai bis
nis, waralaba (franchisingg me miliki
dua jenis kegiatan, yaitu:

1. waralaba produk dan merek
dagang;
2. waralaba format bisnis.

Dalam waralaba produk dan
merek dagang, Pemberi Waralaba
(Franchisor) memberikan hak ke pa
da Penerima Waralaba (Franchisee)
untuk menjual produk yang dikem
bangkan oleh Pemberi Wara laba
(Franchisor) yang disertai dengan
pemberian izin untuk meng gunakan
merek dagang milik Pemberi Wara
laba (Franchisor). Pemberi an izin
penggunaan merek dagang tersebut
diberikan dalam rangka penjualan
produk yang diwaralabakan terse
but. Atas pemberian izin pengguna
an merek dagang tersebut biasanya
Pemberi Waralaba (Franchisor)
memperoleh suatu

1 Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis: Waralaba, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him. 7.

2 |bid., him. 8.
3 |bid., him. 13.



bentuk pembayaran royalty dimuka,
dan selanjutnya Pemberi Waralaba
(Franchisor) memperoleh keuntung
an (yang sering disebut dengan
royalty berjalan) melalui penjualan
produk yang diwara labakan kepada
Penerima Waralaba (Franchisee)."

C. Ketentuan-ketentuan Menge
nai_Waralaba (franchising)

Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2007 tentang Waralaba
(franchising) (“PP No. 42/2007”)
mendefinisikan waralaba sebagai:'®

“hak khusus yang dimiliki oleh per
seorangan atau badan usaha ter
hadap sistem bisnis dengan ciri
khas usaha dalam rangka me
masarkan barang dan/atau jasa
yang telah terbukti berhasil dan
dapat dimanfaatkan dan/atau di
gunakan oleh pihak lain berdasar
kan perjanjian waralaba”.

Dari rumusan di atas, dapat
diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. waralaba (franchising) merupa
kan hak khusus yang dimiliki
oleh perseorangan atau badan
usaha.

2. waralaba (franchising) melibat
kan hak untuk memanfaatkan
dan/atau menggunakan hak
atas kekayaan intelektual atau
penemuan atau ciri khas usaha.

3. waralaba (franchising) dapat
dimanfaatkan dan/atau diguna
kan oleh pihak lain berdasarkan
perjanjian waralaba.

Pasal 5 PP No. 42/2007
menentukan bahwa Perjanjian Wara

* Ibid.

Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008, Volume 26 No. 1

laba (fanchising) memuat klau sula
paling sedikit:

a. nama dan alamat para
pihak;

b. jenis Hak Kekayaan Intelek
tual,

kegiatan usaha;

. hak dan kewajiban para

pihak;

e. bantuan, fasilitas, bombing
an operasional, pelatihan,
dan pemasaran yang diberi
kan Pemberi Waralaba ke
pada Penerima Waralaba;

f. wilayah usaha;

jangka waktu perjanjian;

tata cara pembayaran imbal

an;

i. kepemilikan, perubahan ke
pemilikan, dan hak ahli
waris;

. penyelesaian sengketa; dan

k. tata cara perpanjangan,

pengakhiran, dan pemutus

an perjanjian.

a o

Ta@

Jangka waktu Perjanjian
Waralaba antara Pemberi Waralaba
(Franchisor) dengan Penerima
Waralaba (Franchisee) Utama ber
laku paling sedikit 10 (sepuluh)
tahun (Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/
2006 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Penerbitan Surat Tanda Pen
daftaran Usaha Waralaba (“Permen
dag No. 12/M-DAG/PER/ 3/2006"),
sedangkan jangka waktu Perjanjian
Waralaba antara Penerima Wara
laba Utama dengan Penerima Wara
laba Lanjutan berlaku paling sedikit
5 (lima) tahun (Pasal 7 ayat (2)
Permenag  No.12/M-DAG/PER/3/
2006).

3 peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
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Menurut Pasal 11 Permendag No.
12/M-DAG/PER/3/2006 diatur bah
wa:'®

“1. Penerima Waralaba Utama yang
berasal dari Pemberi Waralaba
Luar Negeri wajib mendaftarkan
Perjanjian Waralaba beserta
keterangan tertulis atau prospek
tus kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan.

2. Penerima Waralaba Utama yang
berasal dari Pemberi Waralaba
Dalam Negeri dan Penerima
Waralaba Lanjutan yang berasal
dari Pemberi Waralaba Luar
Negeri dan Dalam Negeri wajib
mendaftarkan Perjanjian Wara
laba beserta keterangan tertulis
atau prospektus kepada Kepala
Dinas yang bertanggung jawab
dibidang perdagangan daerah
setempat.

3. Pendaftaran sebagaimana di
maksud pada ayat 1 dan 2
dengan cara mengisi Daftar
Isian Permohonan Surat Tanda
Pendaftaran Usaha Waralaba
(STPUW) Model A, sebagai
mana tercantum dalam Lampir
an | Peraturan ini paling lambat
30 hari kerja terhitung sejak
tanggal berlakunya Perjanjian.”

Masa berlaku STPUW adalah
selama 5 tahun dan dapat diper
panjang apabila jangka waktu
Perjanjian Waralaba masih berlaku
(Pasal 14 Permendag No. 12/M-
DAG/PERI/3/2006).

Menurut Prof. Dr. Ningrum

Natasya Sirait, S.H., Mli., Guru
Besar Illmu Hukum Universitas
Sumatera Utara, pasar memberi pe
luang yang sama bagi pelaku ekono
mi. Dan pasar adalah mekanisme
paling efisien dalam mengelola
sumber-sumber secara optimal.
Masalahnya, bagaimana meng
awasi persaingan itu agar berjalan
sehat dan tidak dikuasai pelaku atau
kelompok pelaku usaha. Di Indo
nesia sudah ada Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, selain itu juga
dibentuk Komisi Pengawas Per
saingan Usaha.'’

E. Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Di Indonesia

Bentuk-bentuk badan usaha
di Indonesia terdiri dari dua jenis,
yaitu badan usaha tidak berbadan
hukum dan badan usaha berbadan
hukum. Dari kedua jenis ini, terbagi
lagi menjadi beberapa macam
badan usaha.

1. Badan Usaha Tidak Berbadan
Hukum
Yang termasuk ke dalam Badan
Usaha Tidak Berbadan Hukum
antara lain:

e Perusahaan Dagang:

Perusahaan dagang adalah
perusahaan yang dilakukan oleh
satu orang pengusaha. Modal
dalam perusahaan perseorang
an adalah milik satu orang, yaitu
milik si pengusaha. Modal dalam
perusahaan perseorangan ada
lah milik satu orang, yaitu milik si
pengusaha. Dalam masyarakat

1% peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentu
an dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

17

Kompas, Minggu, 13 April 2008, “Ningrum Natasya Sirait tentang Persaingan Usaha”.
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perdagang an telah ada suatu
bentuk perusahaan perorangan
yang diterima masyarakat, yaitu
perusahaan dagang (P.D.).

Prosedur mendirikan per
usahaan dagang secara resmi
belum ada. Namun demikian
pada umumnya bila seseorang
akan mendirikan perusahaan
dagang maka orang tersebut
akan:

1. mengajukan permohonan ijin
usaha kepada Kepala Kantor
Wilayah Perdagangan se
tempat;

2. mengajukan permohonan ijin
tempat usaha kepada Peme
rintah Daerah setempat.

Persekutuan Firma (Fa):

Firma berarti nama bersama,
yaitu nama orang (sekutu) yang
dipergunakan menjadi nama
perusahaan. Dengan demikian
Fa adalah persekutuan perdata
yang didirikan untuk menjalan
kan perusahaan dengan nama
bersama. Menurut Pasal 22
Kitab Undang-undang Hukum
Dagang ("KUHD"), persekutuan
fima dapat pula dibentuk
dengan akta di bawah tangan.

Selanjutnya, setelah akta
pendirian dibuat, maka akta
pendirian tersebut harus didaftar
kan di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri dalam daerah
hukum dimana persekutuan
firma itu berdomisili (Pasal 23
KUHD), dan kemudian akta
pendirian itu harus diumumkan
dalam Berita Negara Republik
Indonesia (Pasal 28 KUHD).
Dengan demikian  prosedur

pendirian persekutuan firma itu
selesai. Akan tetapi untuk
memulai usaha, sekutu pendiri
harus memiliki surat ijin usaha,
surat ijin tempat berusaha dan
surat ijin berhubungan dengan
pemberlakukan undang-undang
gangguan (Hinder Ordonnantie,
S. 1926-226) bila hal ini diperlu
kan.

Persekutuan Komanditer(Cv):
CV adalah persekutuan firma

yang mempunyai satu atau be

berapa orang sekutu komanditer.

Dalam CV ada 2 (dua) macam

sekutu yaitu:

1. Sekutu kerja atau sekutu
komplementer;

2. Sekutu tidak kerja atau
sekutu komanditer.

Sekutu kerja atau sekutu kom
plementer adalah sekutu yang
menjadi pengurus perusahaan,
sedangkan sekutu tidak kerja
atau sekutu komanditer adalah
sekutu yang tidak mengurus
persekutuan. Baik sekutu kerja
maupun sekutu tidak kerja
masing-masing memberikan pe
masukan yang berwujud uang,
barang atau tenaga (fisik atau
pikiran) atas dasar pembiayaan
bersama, artinya untung rugi di
pikul bersama antara sekutu
kerja dan sekutu komanditer,
meskipun tanggung jawab se
kutu komanditer terbatas pada
modal yang disanggupkannya
untuk dimasukkan.

2. Badan Usaha Berbadan

Hukum




Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008, Volume 26 No. 1

Yang termasuk ke dalam Badan
Usaha Berbadan Hukum antara
lain:

Koperasi (Undang-Undang No.

25 Tahun 1992 tentang Perkope

rasian):

Adalah badan usaha yang
ber anggotakan orang-seorang
atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatan
nya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan eko
nomi rakyat yang berdasar atas
asas kekeluargaan.
Pembentukan koperasi dilaku kan
dengan Akta Pendirian yang me
muat Anggaran Dasar, yang
memuat sekurang-kurangnya hal-
hal sebagai berikut (Pasal 7-8 UU
No. 25 Tahun 1992):

1. daftar nama pendiri;

2. nama dan tempat kedudukan;

3. maksud dan tujuan serta bi
dang usaha;

4. ketentuan mengenai keanggo
taan, Rapat Anggota, penge
lolaan, permodalan, jangka
waktu berdirinya, pembagian
sisa hasil usaha dan mengenai
sanksi.

Koperasi memperoleh status
badan hukum setelah Akta Pen
diriannya yang diajukan oleh para
pendiri disahkan oleh Pemerin
tah. Pengesahan Akta Pen dirian
tersebut akan diumumkan dalam
Berita Negara (Pasal 9-10 UU
No. 25 Tahun 1992).

Modal koperasi terdiri dari modal
sendiri dan modal pinjaman.
Modal sendiri dapat berasal dari
simpanan pokok, simpanan wajib,
dana cadangan dan hibah.
Sedangkan modal pinjaman
dapat berasal dari anggota,

koperasi lainnya dan/atau ang
gotanya, bank dan lembaga ke
uangan lainnya, penerbitan obli
gasi dan surat hutang lainnya,
dan sumber lain yang sah.

Selain modal sebagaimana
tersebut di atas, koperasi dapat
pula melakukan pemupukan mo
dal yang berasal dari modal
penyertaan, yang bersumber dari
Pemerintah maupun dari masya
rakat.

Yayasan (Undang-Undang No.
28 Tahun 2004 tentang Perubah
an Atas Undang-Undang No. 16
Tahun 2001 tentang Yayasan):
Yayasan adalah suatu badan
hukum yang terdiri atas kekaya
an yang dipisahkan dan diper
untukkan untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keaga
maan dan kemanusiaan. Untuk
menunjang pencapaian maksud
dan tujuannya maka yayasan
dapat melakukan kegiatan usaha
dengan cara mendiri kan badan
usaha yang kegiatannya sesuai
dengan maksud dan tujuan
yayasan serta tidak bertentang
an dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan/atau peraturan
perundang-undangan yang ber
laku. Yayasan memperoleh
status badan hukum setelah
Akta Pendirian Yayasan memper
oleh pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan Terbatas (Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 ten
tang Perseroan Terbatas ("UU
PT):

PT adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan



modal, didirikan berdasarkan per
janjian, melakukan kegiatan usa
ha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Un
dang ini serta peraturan pe
laksanaannya.

PT dalam melakukan kegiat
annya harus sesuai dengan mak
sud dan tujuannya serta tidak
bertentangan dengan per aturan
perundang-undangan, ketertib
an umum dan kesusilaan. Yang
menjadi karakteristik PT adalah
sebagai berikut:

1. sebagai asosiasi modal,

2. kekayaan dan utang PT ada
lah terpisah dari kekayaan
dan utang pemegang saham;

3. tanggung jawab pemegang
saham adalah terbatas pada
modal/saham vyang disetor
kan; Pemegang saham PT
tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama PT
dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian PT melebihi
nilai saham yang telah di
ambilnya. Ketentuan ini mem
pertegas ciri PT, bahwa
pemegang saham hanya ber
tanggung jawab sebesar nilai
saham yang diambilnya dan
tidak meliputi harta kekayaan
pribadinya. Namun, karak
teristik ini menjadi tidak
berlaku apabila:

a. persyaratan PT sebagai

badan hukum belum atau

tidak dipenuhi;
b. pemegang saham yang
bersangkutan dengan

itikkad buruk memanfaat
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kan PT semata-mata
untuk kepentingan pri
badi;

c. pemegang saham vyang
bersangkutan terlibat
dalam perbuatan me
lawan hukum yang

dilakukan oleh PT; atau

d. pemegang saham yang
bersangkutan secara me
lawan hukum mengguna
kan kekayaan PT yang
mengakibatkan  kekaya
an PT menjadi tidak
cukup untuk melunasi
hutang.

4. adanya pemisahan fungsi
antara pemegang saham dan
pengurus;

5. mempunyai komisaris yang
berfungsi sebagai pengawas;

6. kekuasaan tertinggi berada
pada Rapat Umum Peme
gang Saham.

Syarat pendirian PT adalah
bahwa PT didirikan oleh 2 orang
atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa
Indonesia (pasal 7 ayat (1)
UUPT). Yang dimaksud dengan
"orang” di sini adalah orang
perorangan atau badan hukum.

Akta Pendirian tidak boleh
memuat ketentuan tentang pe
nerimaan bunga tetap atas
saham dan tentang pemberian
keuntungan pribadi kepada pen
diri atau pihak lain. Selanjutnya,
setiap pendiri PT wajib meng
ambil bagian saham pada saat
PT didirikan (pasal 7 ayat (2)
UUPT). Apabila setelah Anggar
an Dasar PT disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM,
kemudian jumlah pemegang
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saham menjadi kurang dari 2
orang, maka dalam waktu 6
bulan terhitung sejak keadaan
tersebut, maka  pemegang
saham yang bersangkutan wajib
mengalihkan sebagian saham
nya kepada orang lain atau
Perseroan mengeluarkan saham
baru kepada orang lain (pasal 7
ayat (5) UUPT). Apabila ternyata
waktu 6 bulan tersebut ter
lampaui dan pemegang saham
tetap kurang dari 2 orang, maka
pemegang saham bertanggung
jawab secara pribadi atas segala
perikatan dan kerugian Per
seroan, dan atas permohonan
pihak yang berkepentingan,
pengadilan negeri dapat mem
bubarkan Perseroan tersebut
(pasal 7 ayat (6) UUPT). Namun
ketentuan mengenai kewajiban
Perseroan didirikan oleh 2 orang
atau lebih tidak berlaku bagi
(pasal 7 ayat (7) UUPT):
a. Persero yang seluruh saham
nya dimiliki oleh negara; atau
b. Perseroan yang mengelola
bursa efek, lembaga kliring
dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesai
an, dan lembaga lain sebagai
mana diatur dalam Undang-
Undang tentang Pasar
Modal.

Status badan hukum diperoleh
setelah Akta Pendirian PT
disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, sesuai
dengan pasal 7 ayat (4) UUPT.
Pengumuman dilakukan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam jangka waktu
paling lambat 14 hari sejak
tanggal diterbitkannya Keputus
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an Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia untuk ketentuan
dalam huruf (a) dan huruf (b)
atau sejak diterimanya pem
beritahuan untuk ketentuan
dalam huruf (c).

Perusahaan Keluarga dan Good
Corporate Governance
Terminologi  bisnis  perusahaan
keluarga terbagi 2 (dua), yaitu:

1. Family @ Owned  Enterprise
(“FOE"):  perusahaan  milik
keluarga, namun dikelola oleh
eksekutif  profesional yang
berada di luar lingkungan
keluarga. A

2. Family Business Enterprise

(“FBE"): perusahaan yang baik
itu  kepemilikannya maupun
pengelolaannya dipegang oleh
pihak keluarga.

Perusahaan keluarga mem
punyai peran besar dalam per
ekonomian nasional. Sekitar 90
persen dari 15 juta perusahaan
besar di Amerika Serikat adalah per
usahaan yang didominasi kelompok
-kelompok keluarga dan menghasil
kan sebesar 40 persen dari produk
nasional bruto (GNP). Namun perlu
diingat mitos yang melekat pada
perusahaan keluarga, yaitu “gene
rasi pertama membangun, generasi
kedua menikmati dan generasi
ketiga menghancurkan”. Mitos ini
biasanya terjadi dalam jenis FBE
karena suksesi tidak berjalan seperti
yang diharapkan. Family Business
Review (2003) menunjukkan se
banyak 71 persen perusahaan
keluarga di  Australia  dimiliki
generasi pertama, 20 persen oleh



generasi kedua, dan hanya 9
persen yang dimiliki generasi ketiga.

Survei sisi finansial perusahaan
keluarga vyang dilakukan oleh
Monash University (1997) juga me
nunjukkan adanya penurunan rata-
rata kekayaan dari generasi per
tama yang berjumlah 690 juta dollar
AS menjadi hanya 170 juta dollar
AS pada generasi ketiga. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan
keluarga memiliki kekuatan sekali
gus kelemahan. Konflik dalam per
usahaan keluarga dapat dikelompok
kan menjadi tiga, yaitu:

1. konflik antara kepentingan bis
nis dan keluarga;

2. konflik antaranggota keluarga;
dan

3. konflik antara keluarga dan
karyawan.

Keuntungan Membentuk
Perusahaan Perseroan Terbatas
Pada saat ini, badan usaha
yang paling diminati oleh para
pengusaha adalah dengan mem
bentuk PT. Adapun keuntungan-
keuntungan yang dapat diperoleh
g:IBengan membentuk PT, antara lain:

1. Kewajiban terbatas. Akibatnya
kewajiban pemegang saham
tidak dapat melebihi dari jumlah
yang mereka bayarkan terhadap
saham.

2. Masa hidup abadi. Aset dan
struktur perusahaan dapat me
lewati masa hidup dari peme
gang sahamnya, pejabat atau
direktur. Ini  menyebabkan
stabiltas modal, yang dapat
menjadi investasi dalam proyek

¥ http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas
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yang lebih besar dan dalam
jangka waktu yang lebih
panjang daripada aset per
usahaan tetap dapat menjadi
subyek disolusi dan penyebar
an.

3. Efisiensi manajemen.
Manajemen dan spesialisasi me
mungkinkan pengelolaan modal
yang efisien sehingga memung
kinkan untuk melakukan ekspan
Si.

4. Good corporate govemance
berkaitan dengan pengelolaan
dari suatu perusahaan. Dalam
perekonomian modern, mana
jemen dan pengelolaan per
usahaan semakin banyak di
pisahkan dari kepemilikan per
usahaan.

Tujuan dipisahkannya penge
lolaan perusahaan dari kepemilikan
perusahaan agar pemilik perusaha
an memperoleh keuntungan yang
semaksimal mungkin dengan biaya
yang seefisien mungkin dengan
dikelolanya perusahaan oleh tenaga
profesional. Pemilik perusahaan
hanya bertugas mengawasi dan
memonitor jalannya perusahaan
yang dikelola oleh manajemen
untuk memastikan bahwa mereka
bekerja demi kepentingan perusaha
an.

Selain dapat mencegah ter
jadinya konflik-konflik dalam per
usahaan keluarga sebagaimana di
jelaskan di atas, hal ini juga di
dorong oleh kebutuhan pasar yang
menuntut perusahaan publik men
jalankan sistem manajemennya
secara baik, transparan dan
auditable.
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lll. KESIMPULAN

Indonesia saat ini memiliki
lebih banyak pedagang dibanding
kan wirausaha. Perbedaan antara
wirausaha dan pedagang terletak
pada pola pikir mereka dalam me
lakukan usahanya. Wirausaha cen
derung mencari keuntungan jangka
panjang yaitu dengan memperhati
kan lingkungan sekitar yang ikut
mempengaruhi usahanya. Sedang
kan Pedagang berorientasi pada
keuntungan yang bisa di dapatkan
sebanyak-banyaknya dalam jangka
pendek.

Untuk mencapai dunia usaha
yang dapat memecahkan persoalan
nasional, maka perlu diterapkan
suatu pola pikir untuk menjadi wira
usaha dan bukan menjadi pedagang
saja. Indonesia saat ini membutuh
kan wirausaha-wirausaha yang
dapat menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat, yang pada akhir
nya dapat meningkatkan kemakmur
an masyarakat itu sendiri.

Saat ini Pemerintah sudah ter
lihat mulai mengarahkan masyara
kat untuk menjadi wirausaha. Hal ini
dapat terlihat dengan adanya
kewajiban  menerapkan  prinsip
Good Corporate Governance dan
Corporate  Social Responsibility.
Memang prinsip ini baru diatur
sebatas untuk badan hukum ber
bentuk perseroan terbatas. Namun
bukan berarti badan usaha selain
perseroan terbatas tidak bisa
menerapkan prinsip tersebut.
Dengan demikian, seseorang yang
menerapkan prinsip Good Cor
porate Governance dan Corporate
Social Responsibility dalam men
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jalankan usahanya, sebenarnya
sudah memiliki pola pikir wirausaha
dan bukan pedagang.
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